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1. Visi dan Misi 

Akper Pemkab 

Ngawi 

Visi Akper Pemkab Ngawi adalah Menjadi lembaga pendidikan tinggi 

kesehatan yang unggul dalam menghasilkan sumber daya manusia yang 

kompeten, berjiwa pancasila dan berwawasan global pada bidang 

kesehatan sesuai kebutuhan lulusan pada tahun 2031 

 

Misi Akper Pemkab Ngawi adalah 

Misi Akper Pemkab Ngawi yang dicapai pada tahun 2031 adalah 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang kesehatan 

yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 

kesehatan yang berakhlak mulia.  

2) Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kesehatan. 

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang 

kesehatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (iptek) kesehatan dalam rangka menyejahterakan 

masyarakat. 

4) Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sehat dengan 

memperhatikan pengembangan SDM dan sarana prasarana untuk 

menunjang keunggulan institusi. 

5) Menyelenggarakan kerjasama dengan stakeholders dan institusi di 

tingkat nasional dan internasional dalam rangka mendukung kegiatan 

akademik dan non akademik. 

2. Definisi istilah  Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah tingkat kesesuaian antara 

unsur-unsur yang memberikan jati diri sebuah perguruan tinggi yang 

menjadi acuan dalam penyelenggaraan tridharma yang meliputi 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  Visi Misi 

merupakan identitas yang melekat pada Akper Pemkab Ngawi yang 

menjadi dasar dan arah penyelenggaran pendidikan. 

3. Rasional standar Standar visi misi diperlukan untuk memberi arah dan menjadi dasar 

penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat di Akper Pemkab Ngawi. Sebagai arah dan dasar 

penyelenggaraan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarkat di Akper Pemkab Ngawi, standar visi misi perlu diterjemahkan 

ke dalam setiap aktivitas mulai dari perencanaan hingga pengendalian 

serta evaluasi.  

4. Pernyataan Isi 

Standar 

1) Akper Pemkab Ngawi (A) harus memiliki bukti (B) yang 

mencerminkan kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, 

misi, tujuan dan sasaran (C) yang terukur dalam waktu 15 tahun (D) 

2) Akper Pemkab Ngawi (A) harus menetapkan tonggak-tonggak capaian 

(milestones) tujuan (B) sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, 

serta mekanisme kontrol ketercapaiannya (C) dalam waktu 15 tahun 

(D) 
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3) Akper Pemkab Ngawi (A) harus melaksanakan sosialisasi visi dan 

misi (B) secara sistematis (C) kepada pemangku kepentingan (D)  

4) Akper Pemkab Ngawi (A) harus menjadikan visi dan misi sebagai 

pedoman, panduan, dan rambu-rambu (B) bagi semua pemangku 

kepentingan internal (C) 

5) Senat Akademik (A) harus melakukan monev pemahaman visi misi 

(B) kepada   semua   sivitas   akademika, masyarakat, alumni dan 

stakeholder terhadap VMTS yang telah ditetapkan (C) secara berkala 

setiap tahun 

6) Senat Akademik (A) harus melakukan monev kesesuaian VMTS 

Program Studi terhadap Institusi (B) untuk menjamin keselarasan 

VMTS (C) secara berkala setiap tahun (D) 

5. Strategi 

pencapaian isi 

standar 

1) Direktur atas persetujuan Senat Akademik menetapkan visi, misi dan 

tujuan untuk jangka panjang  

2) Senat akademik menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dalam Rencana Induk 

Pengembangan yang berisikan pengembangan akademik, non 

akademik lengkap dengan rentang waktu 

3) Senat Akademik melakukan monitoring capaian Rencana Induk 

Pengembangan (RIP) tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan 

Direktur 

4) Senat Akademik melakukan monitoring dan evaluasi melakukan 

monev pemahaman visi misi kepada   semua   sivitas   akademika, 

masyarakat, alumni dan stakeholder 

5) Senat Akademik harus melakukan monev kesesuaian VMTS 

Program Studi terhadap Institusi untuk menjamin keselarasan 

VMTS  

6. Indikator 

pencapaian standar 

1) Adanya dokumen/bukti rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang 

sangat jelas, sangat realistik, saling terkait satu sama lain, dan 

melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan 

masyarakat dalam penyusunannya 

2) Tersedianya dokumen renstra dan evaluasi hasil pencapaiannya di 

setiap periode  

3) Tersedianya bukti sosialisasi visi, misi, dan tujuan yang secara 

sistematis kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun 

eksternal 

4) Tersedianya bukti dokumen sosialisasi (termuat diprofil Akper, visi 

dan misi terpampang dilokasi strategis di lingkungan, undangan 

sosialisasi, daftar hadir sosialisasi) 

5) Ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan 

penjabaran renstra pada semua tingkat unit kerja. 

6) Terlaksananya monev pemahaman visi misi 

7) Terlaksananya monev kesuaian visi misi institusi dengan prodi  
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7. Pihak yang terlibat 

dalam pemenuhan 

standar 

1) Senat Akademik Akper Pemkab Ngawi  

2) Direktur Akper Pemkab Ngawi  

3) Ketua Program Studi  

8. Referensi 1) Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan  

2) Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi 

3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 

2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

4) Statuta Akper Pemkab Ngawi tahun 2017 

5) RIP Akper Pemkab Ngawi tahun 2017-2031 
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1. Visi dan Misi Akper 

Pemkab Ngawi 

Visi Akper Pemkab Ngawi adalah Menjadi lembaga pendidikan 

tinggi kesehatan yang unggul dalam menghasilkan sumber   daya   

manusia   yang   kompeten, berjiwa pancasila dan berwawasan 

global pada bidang kesehatan sesuai kebutuhan lulusan pada tahun 

2031 

Misi Akper Pemkab Ngawi adalah 

Misi Akper Pemkab Ngawi yang dicapai pada tahun 2031 adalah 

(1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang 

kesehatan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan 

teknologi (iptek) kesehatan yang berakhlak mulia. 

(2) Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(iptek) kesehatan. 

(3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang 

kesehatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (iptek) kesehatan dalam rangka 

menyejahterakan masyarakat. 

(4) Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sehat 

dengan memperhatikan pengembangan SDM dan sarana 

prasarana untuk menunjang keunggulan institusi. 

(5) Menyelenggarakan kerjasama dengan stakeholders dan 

institusi di tingkat nasional dan internasional dalam rangka 

mendukung kegiatan akademik dan    non akademik. 

2. Definisi Istilah  Tata   pamong   adalah   penataan   struktur   dan   fungsi 

penyelenggaraan     pengelolaan     lembaga     yang     telah 

berdasarkan pada prinsip efisiensi, produktivitas, rentang 

kendali, pengawasan dan tanggung jawab organisasi terhadap 

pemangku kepentingan. 

Pengelolaan perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, 

jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan 

tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk 

mencapai tujuan pendidikan tinggi. 

Standar Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan kriteria 

minimal tentang tata pamong dan tata kelola di Akper Pemkab 

Ngawi  

3. Rasional standar  1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola diperlukan sebagai acuan 

dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif 

melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan 

perwujudan tata pamong pendidikan tinggi yang baik (good 

university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi 

Akper Pemkab Ngawi.  

2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola menjamin terlaksananya 
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tata pamong dan tata kelola yang baik yang ditetapkan, 

dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dengan 

peraturan dan prosedur yang jelas. 

3. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola menjamin terpilihnya 

pemimpin dan pengelola yang mampu menyelenggarakan prodi 

secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan 

menerapkan prinsip keadilan. 

4. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola mencerminkan 

keberfungsian dari system pengelolaan fungsional dan 

operasional berdasarkan aspek lima aspek: planning, organizing, 

staffing, leading, dan controlling yang dilaksanakan secara 

konsisten, efektif, dan efisien.  

5. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola menjamin terciptanya 

kepemimpinan operasional, organisasional dan publik untuk 

menjamin keberlanjutan eksistensi perguruan tinggi.  

4. Pernyataan isi standar  Sistem Tata Pamong  

1. Akper Pemkab Ngawi (A) memiliki dokumen formal tata 

pamong (B) yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan 

peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien 

sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, 

keberlanjutan, transparansi (C) untuk mencapai visi, misi, tujuan 

dan sasaran pada tahun 2031 (D)  

2. Akper Pemkab Ngawi (A) memiliki dokumen formal kebijakan 

dan peraturan (B) guna menjamin integritas dan kualitas institusi 

yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien (C).  

3. Akper Pemkab Ngawi (A) memiliki struktur organisasi yang 

dituangkan dalam organigram lengkap (B) yang terdiri dari 

unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan 

pengembangan perguruan tinggi yang bermutu yang dilengkapi 

dengan tupoksi dan telah disesuaikan dengan Statuta Akper 

Pemkab Ngawi (C) guna menjamin terlaksananya fungsi 

perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien (D). 

4. Akper Pemkab Ngawi (A) menjamin terlaksananya praktek 

perwujudan GUG (B) mencakup aspek: kredibilitas, 

transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan (C) secara 

konsisten, efektif, dan efisien (D). 

5. Akper Pemkab Ngawi (A) menjamin terlaksananya fungsi 

penegakan kode etik (B) untuk menjamin tata nilai dan integritas 

(C) secara konsisten, efektif, dan efisien (D).  

 

Kepemimpinan  

1. Akper Pemkab Ngawi (A) memiliki dokumen formal penetapan 
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personil pada berbagai tingkat manajemen (B) dengan tugas dan 

tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten (C)   untuk 

pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi 

(D) 

2. Direktur Akper Pemkab Ngawi (A) mensosialisasikan tugas 

pokok dan fungsi pada seluruh pejabat struktural maupun staf 

(B) yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan statuta (C) 

paling lambat saat pengangkatan pejabat struktural atupun staf 

(D)  

3. Setiap pimpinan (A) harus mampu mengambil keputusan dalam 

melaksanakan kebijakan organisasi (B) untuk mencapai visi, 

misi dan budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi (C) selama 

berada di unsur pimpinan Akper Pemkab Ngawi (D) 

4. Setiap pimpinan (A) memiliki kemampuan komunikasi dengan 

stakeholder internal (B) untuk merealiasikan RIP, Renstra dan 

Renop dalam melaksanakan kebijakan operasional (C) untuk 

mewujudkan visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi (D) 

5. Setiap pimpinan (A) memiliki kemampuan dalam menjalin 

kerjasama Tridharma perguruan tinggi (B) yang menjadikan 

perguruan tinggi sebagai rujukan publik (C) di tingkat regional 

(D) 

 

Pengelolan  

1. Akper Pemkab Ngawi (A) memiliki bukti formal keberfungsian 

sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi 

(B) yang mencakup planning, organizing, staffing, leading, 

controlling (C) yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan 

efisien (D).  

2. Akper Pemkab Ngawi (A) memiliki dokumen formal dan 

pedoman pengelolaan yang rinci (B) yang memiliki kesesuaian 

mencakup aspek 11 aspek (pendidikan, pengembangan suasana 

akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, 

PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem penjaminan 

mutu, dan kerjasama (C) yang dilaksanakan secara konsisten, 

efektif, dan efisien (D). 

3. Akper Pemkab Ngawi (A) memiliki bukti sahih tentang 

implementasi kebijakan yang mencakup 11 aspek (pendidikan, 

pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 

kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan 

prasarana, sistem penjaminan mutu, dan Kerjasama (C) yang 

dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien (D). 

4. Akper Pemkab Ngawi (A) memiliki dokumen formal (B) 
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Rencana Strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan 

sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan 

terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit), 

dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 

5 aspek: (a) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, (b) 

mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, (c) 

mengacu kepada VMTS institusi, (d) dilakukannya analisis 

kondisi internal dan eksternal, dan (e) disahkan oleh organ yang 

memiliki kewenangan serta benchmark dengan PT sejenis (C) di 

tingkat nasional (D). 

5. Akper Pemkab Ngawi (A) melaksanakan pelayanan berbasis 

online (B) untuk pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi (C) yang dievaluasi secara berkala (D)  

6. UPM bekerjasama dengan Pudir 2 (A) untuk melaksanakan 

pengukuran kepuasan (B) pada pemangku kepentingan internal 

(C) secara berkala (D)  

7. UPM bekerjasama dengan Pudir 3 (A) untuk melaksanakan 

pengukuran kepuasan (B) pada pemangku kepentingan ekternal 

(C) secara berkala (D)  

Strategi pencapaian isi 

standar  

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman 

pimpinan universitas, fakultas, prodi, serta dosen dan tenaga 

kependidikan tentang Standar Tata Pamong dan Tata Kelola 

2. Unsur pimpinan mengikuti perkembangan Peraturan 

Pemerintah/Menteri mengenai tata Kelola PT 

3. Para pimpinan unit membuat prosedur tata kelola di unit masing-

masing jika terdapat kekhususan dalam pelaksanaan tata kelola 

di unitnya 

4. Unsur pimpinan terlibat dalam kegiatan organisasi publik 

5. Melakukan studi banding (benchmarking) ke perguruan tinggi 

lain yang sejenis 

6. Pudir II melakukan pemantauan dan penilaian (monev) terhadap 

pelaksanaan tata Kelola 

7. Melakasanakan penegakan kode etik 

8. Melaksanakan system pelayanan  berbasis online (SIAKAD) 

Indikator Pencapaian 

Standar  

Sistem tata pamong 

1. Tersedianya dokumen formal tata pamong  

2. Tersedianya dokumen formal kebijakan dan peraturan yang 

melindungi integritas (kebijakan yayasan dan peraturan direktur) 

3. Tersedianya struktur organisasi dan tupoksi yang telah 

disesuaikan dengan statuta 

4. Tersedianya bukti shahih praktek perwujudan GUG yang 

meliputi aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung 
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jawab, keadilan 

5. Terlaksananya fungsi penegakan etik  

Kepemimpinan 

1. Tersedianya bukti formal kepemimpinan organisasional 

2. Tersedianya bukti formal kepemimpinan operasional 

3. Tersedianya bukti formal kepemimpinan publik 

Pengelolaan  

1. Tersedianya bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan 

fungsional dan operasional yang mencakup planning, 

organizing, staffing, leading, controlling 

2. Tersedianya dokumen formal pengelolaan yang rinci mencakup 

aspek 11 aspek (pendidikan, pengembangan suasana akademik 

dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, 

keuangan, sarana dan prasarana, sistem penjaminan mutu, dan 

Kerjasama) 

3. Tersedianya bukti formal implementasi kebijakan pengelolaan 

mencakup aspek 11 aspek (pendidikan, pengembangan suasana 

akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, 

PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem penjaminan 

mutu, dan Kerjasama) 

4. Tersedianya dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan 

dan penetapan rencana strategis  

5. Adanya kegiatan studi banding dan benchmarking ke perguruan 

tinggi lain 

6. Tersedianaya layanan SIM Akademik, SIM Keuangan, SIM 

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, E-Jaournal, dan E-Library 

7. Terlaksananya monev survey kepuasan pemangku kepentingan 

Dokumen terkait  1. Statuta  

2. Dokumen RIP dan Renstra  

3. Manual Standar Tata Pamong dan Tata Kelola  

4. Prosedur-prosedur terkait  

5. Form-form terkait  

Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 

2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

4. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 
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1. Visi dan Misi 

Akper Pemkab 

Ngawi 

Visi Akper Pemkab Ngawi adalah Menjadi lembaga pendidikan 

tinggi kesehatan yang unggul dalam menghasilkan sumber daya 

manusia yang kompeten, berjiwa pancasila dan berwawasan global 

pada bidang kesehatan sesuai kebutuhan lulusan pada tahun 2031 

 

Misi Akper Pemkab Ngawi adalah 

Misi Akper Pemkab Ngawi yang dicapai pada tahun 2031 adalah 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang 

kesehatan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi 

(iptek) kesehatan yang berakhlak mulia.  

2) Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 

kesehatan. 

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang 

kesehatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi (iptek) kesehatan dalam rangka menyejahterakan 

masyarakat. 

4) Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sehat dengan 

memperhatikan pengembangan SDM dan sarana prasarana untuk 

menunjang keunggulan institusi. 

5) Menyelenggarakan kerjasama dengan stakeholders dan institusi di 

tingkat nasional dan internasional dalam rangka mendukung 

kegiatan akademik dan non akademik. 

2. Definisi istilah  Ketenagaan adalah sumber daya manusia yang dimiliki yang 

mendukung jalannya kegiatan pendidikan di perguruan tinggi Dalam 

hal ini, ketenagaan dalam sebuah perguruan tinggi yaitu dosen dan 

tenaga kependidikan. 

3. Rasional standar Dosen dan tenaga kependidikan memiliki peran sangat penting pada 

institusi Pendidikan dalam merencanakan dan menjalankan kegiatan 

Tridharma Perguruan Tinggi. Hal ini menjadi salah satu penentu 

kualitas Akper Pemkab Ngawi sebagai institusi Pendidikan tinggi. 

Oleh karena itu, dosen dan tenaga kependidikan harus mempunyai 

standar tertentu sehingga proses Tridharma Perguruan Tinggi dapat 

dilaksanakan dengan lancar, efektif dan efisien.  

4. Pernyataan Isi 

Standar 

1) Akper Pemkab Ngawi (A) wajib memiliki pedoman menyangkut 

pengelolaan SDM yang mencakup perencanaan, rekruitmen, 

seleksi, penempatan, retensi dan penghargaan, dan pemberhentian, 

(B) yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk memenuhi Tri 

Darma PT (C) yang telah ditetapkan oleh Direktur dan direvisi jika 

diperlukan (D) 

2) Direktur bersama Pudir II dan Bagian Kepegawaian (A) 
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merencanakan kebutuhan ketenagaan (B) dengan melakukan 

analisa kebutuhan pegawai sesuai (C) yang telah ditetapkan pada 

setiap periode tahun anggaran (D)  

3) Pudir II melalui Bagian kepegawaian (A) menyampaikan informasi 

rekrutmen pegawai (B) melalui media cetak, elektronik, maupun 

media sosial (C) sesuai dengan hasil analisa jabatan (D)  

4) Bagian Kepegawaian (A) melakukan perekrutan pegawai (B) 

berdasarkan usulan kebutuhan tenaga setiap unit (C) sesuai dengan 

hasil analisa jabatan yang telah dilakukan (D)  

5) Bagian Kepegawaian (A) melakukan proses seleksi pegawai (B) 

sesuai dengan syarat administrasi yang telah ditentukan (C) dengan 

melibatkan tim penguji yang telah ditunjuk oleh Direktur (D)  

6) Direktur melalui Bagian Kepegawaian (A) menempatkan pegawai 

(B) sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki (C) 

setelah melalui proses seleksi (D)  

7) Direktur bersama Pudir II serta Bagian Kepegawaian (A) 

memberhentikan pegawai baik pemberhentian dengan hormat 

maupun tidak hormat (B) yang disesuaikan dengan pedoman 

kepegawaian Akper Pemkab Ngawi (C) setelah melalui proses 

pertimbangan (D)  

5. Strategi 

pencapaian isi 

standar 

1) Mengembangkan buku pedoman kepegawaian  

2) Membuat analisa kebutuhan tenaga  

3) Menginformasikan lowongan pekerjaan melalui media  

4) Melakukan seleksi calon pegawai  

5) Menempatkan pegawai sesuai dengan kebutuahn formasi  

6) Menerbitkan SK pemberhentian  

6. Indikator 

pencapaian standar 

1) Ketersediaan kebijakan dan pedoman kepegawaian  

2) Dokumen analisa kebutuhan pegawai 

3) Adanya informasi lowongan pegawai yang termuat di 

media (media cetak, elektronik dan sosial) 

4) Jumlah lamaran yang masuk  

5) Jumlah pelamar yang diseleksi  

6) Penempatan pegawai sesuai formasi yang dibutuhkan  

7) Pegawai sudah tidak aktif bekerja di Akper Pemkab 

Ngawi  

7. Pihak yang terlibat 

dalam pemenuhan 

standar 

1) Direktur 

2) Pudir II 

3) Bagian Kepegawaian 

4) Dosen  

5) Tenaga Kependidikan  

8. Referensi 1) Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan  
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2) Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 

2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

4) Statuta Akper Pemkab Ngawi tahun 2017 

5) RIP Akper Pemkab Ngawi tahun 2017-2031 
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1. Visi dan Misi 

Akper Pemkab 

Ngawi 

Visi Akper Pemkab Ngawi adalah Menjadi lembaga pendidikan 

tinggi kesehatan yang unggul dalam menghasilkan sumber daya 

manusia yang kompeten, berjiwa pancasila dan berwawasan global 

pada bidang kesehatan sesuai kebutuhan lulusan pada tahun 2031 

 

Misi Akper Pemkab Ngawi adalah 

Misi Akper Pemkab Ngawi yang dicapai pada tahun 2031 adalah 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang 

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang 

kesehatan yang berorientasi pada Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK) kesehatan yang berakhlak mulia. 

2) Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

kesehatan. 

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang 

kesehatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi (IPTEK) kesehatan dalam rangka menyejahterakan 

masyarakat. 

4) Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sehat 

dengan memperhatikan pengembangan SDM dan sarana 

prasarana untuk menunjang keunggulan institusi 

5) Menyelenggarakan kerja sama dengan stakeholders dan institusi 

di tingkat nasional dan internasional dalam rangka mendukung 

kegiatan akademik dan non akademik. 

2. Definisi istilah  1) Alumni adalah setiap orang yang tamat pendidikan dari Akper 

Pemkab Ngawi  

2) Tracer Study Alumni adalah penelusuran alumni untuk 

menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun 

sedemikian rupa untuk perbaikan kurikulum dan proses 

pendidikan/pembelajaran di Akper Pemkab Ngawi. 

3) Kepala UPT Layanan Karir dan Kewirausahaan adalah orang 

yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengirim data ke 

alamat alumni dan melaporkan kembali hasil penerimaan data 

dari alumni kepada PD III. 

3. Rasional standar 1) Tracer Study alumni dilakukan pada alumni Akper Pemkab 

Ngawi berdasarkan total alumni di tingkat program studi.  

2) Melakukan penelusuran tempat kerja, kesesuaian bidang kerja, 

waktu tunggu memperoleh pekerjaan, gaji pertama, dan 

sebagainya dari alumni Akper Pemkab Ngawi.  

3) Tracer Study pada alumni pada tahun kedua setelah alumni 

dinyatakan lulus dari Akper Pemkab Ngawi.  

4. Pernyataan isi 1) Direktur Akper Pemkab Ngawi melalui Pudir III (A) harus 
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standar membuat kebijakan untuk pelaksanaan tracer studi (B) sebagai 

bahan pertimbangan dalam menyiapkan alumni yang 

kompetensinya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (C) yang 

dilakukan secara terstruktur dan periodik. 

2) Akper Pemkab Ngawi (A) harus menyiapkan perangkat dan 

program pelacakan lulusan (B) untuk mengetahui masa tunggu 

lulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan(C) yang dapat 

diperbarui jika dibutuhkan (D)  

3) Akper Pemkab Ngawi(A) perlu menjalin hubungan baik dengan 

alumni (B) dengan merancang beberapa kegiatan yang 

melibatkan alumni dalam rangka pengembangan institusi (C) 

yang perlu direncanakan bersama (D) 

4) Lulusan/alumni (A) harus dapat memenuhi kompetensi dunia 

kerja yang diperlukan (B) agar bisa mendapatkan pekerjaan 

yang sesuai bidang ilmu (C) dalam waktu kurang dari 3 bulan 

5. Strategi pencapaian 

isi standar 

1) Melakukan sosialisasi tracer study setiap mahasiswa akan 

melakukan wisuda.  

2) Melakukan tracer study pada secara periodik di tahun kedua 

setelah alumni lulus 

3) Akper Pemkab Ngawi memiliki pusat data alumni yang lengkap 

termasuk profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang 

kerja dan posisi kerja pertama. 

4) Membina hubungan baik dengan alumni dengan melakukan 

kegiatan-kegiatan yang melibatkan alumni baik di bidang 

akademik maupun non akademik 

5) Memiliki wadah bagi alumni yang dapat dimanfaatkan dan 

diakses olah alumni  

6. Indikator 

pencapaian standar 

1) Menyelenggarakan informasi kerja dan bimbingan karir pada 

calon lulusan dan alumni setiap tahun 

2) Menyelenggarakan bimbingan pada alumni untuk persiapan uji 

kompetensi dan pelatihan PPGD 

3) Adanya program pelacakan (tracer study) dan perekaman data 

lulusan/alumni yang dilakukan minimal setiap tahun. 

4) Data alumni yang terkumpul minimal meliputi data: 

 Masa tunggu kerja pertama atau menciptakan kerja 

 Kesesuaian pekerjaan dengan bidang ilmu  

 Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan 

5) Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan atau 

menciptakan pekerjaan adalah ≤ 3 (tiga) bulan 

6) Persentase lulusan yang memiliki bidang kerja tetap sesuai 

dengan bidang ilmu mencapai 80% 

7) Adanya ikatan alumni Akper Pemkab Ngawi yang dapat 
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mewadahi kegiatan-kegiatan alumni bersama institusi/prodi  

8) Adanya keterlibatan alumni dalam kegiatan akademik dan non 

akademik yang dilakukan secara berkelanjutan.  

9) Adanya survei terhadap pengguna lulusan mengenai kualitas 

lulusan  

10) Hasil penilaian pengguna terhadap lulusan minimal baik dengan 

kriteria penilaian: 

 Kemampuan integritas (etika dan moral) 

 Keahlian berdasarkan bidang ilmu  

 Kemampuan berbahasa asing  

 Penggunaan teknologi informasi  

 Kemampuan berkomunikasi  

 Kerjasama tim  

 Pengembangan diri  

7. Pihak yang terlibat 

dalam pemenuhan 

standar 

1) Direktur sebagai pimpinan Akper 

2) Pembantu Direktur – III  

3) Sub bidang kemahasiswaan  

4) UPM 

8. Referensi 1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  

3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  

4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti  

5) Statuta Akper Pemkab Ngawi tahun 2017 

6) Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang SN-Dikti  

7) RIP Akper Pemkab Ngawi tahun 2017-2031 
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1. Visi dan Misi 

Akper Pemkab 

Ngawi 

Visi Akper Pemkab Ngawi adalah Menjadi lembaga pendidikan 

tinggi kesehatan yang unggul dalam menghasilkan sumber daya 

manusia yang kompeten, berjiwa pancasila dan berwawasan global 

pada bidang kesehatan sesuai kebutuhan lulusan pada tahun 2031 

 

Misi Akper Pemkab Ngawi adalah 

Misi Akper Pemkab Ngawi yang dicapai pada tahun 2031 adalah 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang 

kesehatan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi 

(iptek) kesehatan yang berakhlak mulia.  

2) Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 

kesehatan. 

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang 

kesehatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi (iptek) kesehatan dalam rangka menyejahterakan 

masyarakat. 

4) Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sehat dengan 

memperhatikan pengembangan SDM dan sarana prasarana untuk 

menunjang keunggulan institusi. 

5) Menyelenggarakan kerjasama dengan stakeholders dan institusi di 

tingkat nasional dan internasional dalam rangka mendukung 

kegiatan akademik dan non akademik. 

2. Definisi istilah  Standar Suasana Akademik adalah kriteria minimal tentang 

kualifikasi suasana akademik. Suasana Akademik adalah suatu 

kondisi yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di 

perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. 

Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan 

akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama 

mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan 

proses pembelajaran 

Budaya Akademik adalah cara hidup masyarakat ilmiah yang 

beranekaragam, majemuk, multicultural yang bernaung dalam sebuah 

institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran 

ilmiah dan obyektivtas.  

Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota 

sivitas akademika secara bertanggungjawab dan mandiri 

melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan Pendidikan dan 

pengembangan IPTEK 

3. Rasional standar Standar Suasana Akademik disusun sebagai acuan utama tata dalam 

mengembangakan suasana akademik di lingkungan Akper Pemkab 

Ngawi dalam rangka menciptakan budaya mutu yang baik.  
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4. Pernyataan Isi 

Standar 

1) Akper Pemkab Ngawi (A) harus mengembangkan kebijakan untuk 

terciptanya suasana akademik secara komprehensif dan rinci (B) 

yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan 

kebebasan mimbar akademik (C) dalam upaya peningkatan mutu 

pendidikan (D)  

2) Akper Pemkab Ngawi (A) harus menyediakan sarana dan 

prasarana (B) yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik 

antara sivitas akademika serta mengembangkan perilaku 

kecendekiawanan (C) di lingkungan kampus (D)   

3) Akper Pemkab Ngawi (A) menjamin keterlaksanaan 

program/kegiatan non akademik (B) dengan melibatkan seluruh 

warga kampus (C) yang didukung oleh ketersediaan sarana, 

prasarana, dan dana yang memadai (D) 

5. Strategi 

pencapaian isi 

standar 

1) Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang suasana 

akadmeik yang kondusif 

2) Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan Tridharma dan non 

Tridharma Perguruan Tinggi 

3) Mewujudkan interaksi akademik antar dosen dan mahasiswa yang 

terbuka, harmonis dan professional  

6. Indikator 

pencapaian standar 

1) Ketersediaan kebijakan suasana akademik yang mencakup: 

otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar 

akademik 

2) Ketersediaan pedoman kebijakan suasana akademik yang 

mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan 

kebebasan mimbar akademik 

3) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam 

kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM 

4) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan 

seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, 

prasarana, dan dana yang memadaI 

5) Ketersediaan renstra untuk meningkatkan suasana akademik 

7. Pihak yang terlibat 

dalam pemenuhan 

standar 

1) Direktur Akper Pemkab Ngawi  

2) Pembantu Direktur I 

3) Bagian Kurikulum 

4) Ketua Program Studi 

5) Dosen 

8. Referensi 1) Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

2) Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 62 

Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  
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4) Statuta Akper Pemkab Ngawi tahun 2017 

5) RIP Akper Pemkab Ngawi tahun 2017-2031 
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1. Visi dan Misi 

Akper Pemkab 

Ngawi 

Visi Akper Pemkab Ngawi adalah Menjadi lembaga pendidikan 

tinggi kesehatan yang unggul dalam menghasilkan sumber daya 

manusia yang kompeten, berjiwa pancasila dan berwawasan global 

pada bidang kesehatan sesuai kebutuhan lulusan pada tahun 2032 

 

Misi Akper Pemkab Ngawi adalah 

Misi Akper Pemkab Ngawi yang dicapai pada tahun 2032 adalah 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang 

kesehatan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan 

teknologi (iptek) kesehatan yang berakhlak mulia.  

2) Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 

kesehatan. 

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang 

kesehatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi (iptek) kesehatan dalam rangka menyejahterakan 

masyarakat. 

4) Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sehat 

dengan memperhatikan pengembangan SDM dan sarana 

prasarana untuk menunjang keunggulan institusi. 

5) Menyelenggarakan kerjasama dengan stakeholders dan institusi 

di tingkat nasional dan internasional dalam rangka mendukung 

kegiatan akademik dan non akademik. 

2. Definisi istilah  1) Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara 

penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan 

Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan 

Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan 

Tinggi 

2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan 

sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara 

berencana dan berkelanjutan. 

3) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat 

SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan 

tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk 

mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan 

tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 

4) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat 

SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk 

menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program 

studi dan perguruan tinggi. 

3. Rasional standar Sistem penjaminan mutu internal secara otonom untuk 

mengendalikan dan meningkatkan penyelengaraan pendidikan 
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tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang mencakup 

semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk 

mencapai standar nasional pendidikan tinggi. Sistem 

penjaminan mutu internal ini diterapkan melalui penetapan 

standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian 

mutu, pengendalian mutu dan peningkatan standar mutu.  

4. Pernyataan  Isi 

Standar 

1) Direktur Akper Pemkab Ngawi (A) harus menetapkan 

Sistem Penjaminan Mutu Internal secara otonom di setiap 

unit kerja (B) untuk mengendalikan dan meningkatkan 

penyelenggaraan pendidikan tinggi (C) secara berencana 

dan berkelanjutan (D) 

2) Direktur dan seluruh unit kerja di lingkungan Akper Pemkab 

Ngawi (A) harus menetapkan kebijakan dan dokumen mutu 

(B) yang terdokumentasi dan diperbaharui (C) jika 

diperlukan penyesuiaan (D) 

3) Direktur dan UPM (A) harus melakukan sosialisasi (B) 

dokumen mutu (kebijakan, standar, manual, dan formulir) 

kepada seluruh unit (C) sebagai pedoman implementasi 

kinerja (D)  

4) UPM bekerjasama dengan auditor (A) harus melakukan 

audit internal mutu internal (B) terhadap semua unit yang 

selanjutnya dilaporkan kepada Direktur dalam Rapat 

Tinjauan Manajemen (C) setiap satu tahun sekali (D) 

5) Akper Pemkab Ngawi (A) melaksanakan akreditasi eksternal 

(B) dengan peringkat minimal B (Prodi dan Institusi) (C) pada 

setiap periode penilaian (D) 

6) Akper Pemkab Ngawi (A) melaksanakan audit keuangan 

eksternal (B) dengan hasil Wajar tanpa Pengecualian (WTP) (C) 

dari Kantor Akuntan Publik (D) 

5. Strategi pencapaian 

isi standar 

1) Menetapkan sistem penjaminan mutu internal di Akper Pemkab 

Ngawi  

2) Melaksanakan seluruh proses penjaminan mutu internal secara 

optimal 

3) Peningkatan standar akreditasi 

6. Indikator 

pencapaian standar 

1) Tersedianya dokumen formal SPMI 

2) Tersedianya bukti shahih terkait implementasi budaya mutu 

melalui Rapat Tinjauan Manajemen 

3) Terlaksananya sosialisasi dokumen mutu  

4) Mendapatkan peringkat minimal B dalam APT 

5) Mendapatkan peringkat minimal B dalam APS 
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6) Telah dilakukan audit keuangan eksternal dari Kantor Akuntan 

Publik (KAP) 

7. Pihak yang terlibat 

dalam pemenuhan 

standar 

1) Direktur Akper Pemkab Ngawi  

2) UPM 

3) Pembantu Direktur I  

4) Pembantu Direktur II 

5) Pembantu Direktur III  

6) Ka UPT 

8. Referensi 1) Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan  

2) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 

Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi  

4) Statuta Akper Pemkab Ngawi tahun 2017 

5) RIP Akper Pemkab Ngawi tahun 2017-2031 
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1. Visi dan Misi 

Akper Pemkab 

Ngawi 

Visi Akper Pemkab Ngawi adalah Menjadi lembaga pendidikan 

tinggi kesehatan yang unggul dalam menghasilkan sumber daya 

manusia yang kompeten, berjiwa pancasila dan berwawasan global 

pada bidang kesehatan sesuai kebutuhan lulusan pada tahun 2031 

 

Misi Akper Pemkab Ngawi adalah 

Misi Akper Pemkab Ngawi yang dicapai pada tahun 2031 adalah 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang 

kesehatan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi 

(iptek) kesehatan yang berakhlak mulia.  

2) Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 

kesehatan. 

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang 

kesehatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi (iptek) kesehatan dalam rangka menyejahterakan 

masyarakat. 

4) Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sehat dengan 

memperhatikan pengembangan SDM dan sarana prasarana untuk 

menunjang keunggulan institusi. 

5) Menyelenggarakan kerjasama dengan stakeholders dan institusi di 

tingkat nasional dan internasional dalam rangka mendukung 

kegiatan akademik dan non akademik. 

2. Definisi istilah  Standar ini memberikan penjelasan dan pemahaman tentang tata 

aliran kerja pengajuan usul, pelaksanaan jurnal dan pendistribusian 

Jurnal cakra medika di institusi Akper Pemkab Ngawi  

 

3. Rasional standar Kegiatan Hibah Buku Ajar bertujuan memotivasi para dosen agar 

melakukan kegiatan Tridharma. Perguruan Tinggi secara terintegrasi 

dan menuangkan kaitan ketiga dharma tersebut dalam suat tulisan, 

khususnya dalam bentuk Buku Ajar atau Monograf.  

Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa dan akademisi yang terkait 

dalam bidang kesehatan dalam melaksanakan administrasi pengusulan 

dan penyusunan artikel ilmiah yang dimuat dalam Jurnal cakra 

medika di institusi Akper Pemkab Ngawi 

4. Pernyataan Isi 

Standar 

Tata kelola Jurnal (A) sebagai kegiatan penyelenggaraan program dan 

administrasi Pengelolaan Jurnal jurnal cakra medika (B) yang 

biayanya bersumber dari dana akper pemkab ngawi (C) yang 

dianggarkan setiap tahun (D)  

5. Strategi 

pencapaian isi 

standar 

LPPM membentuk reviewer jurnal cakra medika 

Lppm mensosialisasikan penerimaan artikel publikasi pada jurnal 

cakra medika 
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6. Indikator 

pencapaian standar 

Terdapat jurnal ilmiah internal beskala nasional dan berISSN 

 

7. Pihak yang terlibat 

dalam pemenuhan 

standar 

1. Direktur 

2. Ketua prodi 

3. LPPM 

4. Dosen  

8. Referensi 1. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan  

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 

2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

3. Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

4. Statuta Akper Pemkab Ngawi tahun 2017 

5. RIP Akper Pemkab Ngawi tahun 2017-2031 
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1. Visi dan Misi 

Akper Pemkab 

Ngawi 

Visi Akper Pemkab Ngawi adalah Menjadi lembaga 

pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dalam menghasilkan 

sumber daya manusia yang kompeten, berjiwa pancasila dan 

berwawasan global pada bidang kesehatan sesuai kebutuhan 

lulusan pada tahun 2031 

 

Misi Akper Pemkab Ngawi adalah 

Misi Akper Pemkab Ngawi yang dicapai pada tahun 2031 adalah 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang 

kesehatan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan 

teknologi (iptek) kesehatan yang berakhlak mulia.  

2) Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (iptek) kesehatan. 

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang 

kesehatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (iptek) kesehatan dalam rangka 

menyejahterakan masyarakat. 

4) Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sehat 

dengan memperhatikan pengembangan SDM dan sarana 

prasarana untuk menunjang keunggulan institusi. 

5) Menyelenggarakan kerjasama dengan stakeholders dan 

institusi di tingkat nasional dan internasional dalam rangka 

mendukung kegiatan akademik dan non akademik. 

2. Definisi istilah  1) Kerjasama merupakan suatu upaya yang dilakukan antara satu 

pihak dengan pihak lain dengan penuh tangung jawab dan 

kesadaran rangka peningkatan kinerja yang dituangkan dalam 

bentuk nota kesepahaman (MoU), nota kesepakatan (MoA), 

dan perjanjian kerjasama. 

2) Kerjasama yang dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan 

perguruan tinggi yang didasari dengan didasari oleh prinsip 

kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan 

serta memperhatikan baik hukum nasional maupun 

internasional serta tidak mengganggu kebijakan pembangunan 

bangsa, pertahanan dan keamanan nasional. 

3) Bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan berbagai macam 

institusi seperti pemerintah, swasta, lembaga pelatihan, 

lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya 

baik dalam maupun luar negeri. 

4) Kemitraan adalah upaya kerjasama yang melibatkan berbagai 

sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun 

bukan pemerintah, untuk bekerjasama dalam mencapai suatu 
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tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran 

masing masing. 

5) Perguruan tinggi menjalin kerjasama dan kemitraan dengan 

lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, 

output, dan outcome. 

3. Rasional standar Kerjasama sebagai upaya bersama untuk saling mendukung dan 

menguatkan sehingga akan tercipta kerjasama yang mutualistik 

atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai 

bidang yang dilakukan perguruan tinggi dapat terlaksana tanpa 

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi perguruan tinggi, 

maka perlu adanya standar tentang kerjasama. 

4. Pernyataan  Isi 

Standar 

1) Akper Pemkab Ngawi (A) melakukan kerjasama dengan 

lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun alumni 

baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun 

internasional (B) dalam pengembangan Tridharma 

Pergururan Tinggi dibawah pengelolaan Pembantu 

Direktur III (C) tanpa dibatasi oleh waktu dengan syarat 

bisa memberikan manfaat (D).  

2) Direktur melalui Pembantu Direktu III (A) melakukan 

monitoring dan evaluasi (B) yang mencakup jumlah, 

relevansi dan kebermanfaatan kerjasama serta hasil survey 

kepuasan mitra (C) secara berkala (D)  

5. Strategi pencapaian 

isi standar 

1) Menjalin kerjasama dalam pengembangan Tri Dharma dan 

non Tri Dharma PT dengan lembaga Pemerintah, lembaga 

swasta maupun alumni baik di tingkat lokal, nasional, 

maupun internasional 

2) Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan Tri 

Dharma maupun non Tri Dharma PT 

6. Indikator 

pencapaian standar 

1) Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur 

pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar 

negeri) 

2) Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring 

dan kemitraan  

3) Adanya peningkatan kerjasama yang relevan dengan VMTS 

yang mencakup kerjasama lokal, nasional dan internasional  

4) Adanya kerjasama dengan pengguna lulusan  

5) Kolaborasi dalam mengadakan seminar tingkat nasional 

6) Ketersediaan dokumen monev yang mencakup jumlah, 

relevansi dan kebermanfaatan kerjasama serta hasil survey 

kepuasan mitra.  
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7. Pihak yang terlibat 

dalam pemenuhan 

standar 

1) Direktur Akper Pemkab Ngawi  

2) Pembantu Direktur III 

3) Bidang Kemahasiswaan 

4) Bidang Alumni dan Pusat Pengembangan Karir  

8. Referensi 1) Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  

2) Permenristekdikti No. 5 tahun 2017 tentang Pedoman Kerja 

Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi  

3) Statuta Akper Pemkab Ngawi tahun 2017 

4) RIP Akper Pemkab Ngawi tahun 2017-2031 
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1. Visi dan Misi 

Akper Pemkab 

Ngawi 

Visi Akper Pemkab Ngawi adalah Menjadi lembaga 

pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dalam menghasilkan 

sumber daya manusia yang kompeten, berjiwa pancasila dan 

berwawasan global pada bidang kesehatan sesuai kebutuhan 

lulusan pada tahun 2031 

 

Misi Akper Pemkab Ngawi adalah 

Misi Akper Pemkab Ngawi yang dicapai pada tahun 2031 adalah 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang 

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang 

kesehatan yang berorientasi pada Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK) kesehatan yang berakhlak mulia. 

2) Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) kesehatan. 

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang 

kesehatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) kesehatan dalam rangka 

menyejahterakan masyarakat. 

4) Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sehat 

dengan memperhatikan pengembangan SDM dan sarana 

prasarana untuk menunjang keunggulan institusi 

5) Menyelenggarakan kerja sama dengan stakeholders dan 

institusi di tingkat nasional dan internasional dalam rangka 

mendukung kegiatan akademik dan non akademik. 

2. Definisi istilah  1) Calon mahasiswa adalah lulusan SMA/SMK/MA yang 

tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan 

Tinggi 

2) Pendaftar adalah pelajar lulusan SMA/SMK/MA yang 

menjalani proses pendaftaran sampai seleksi 

3) Standar penerimaan mahasiswa baru adalah kriteria 

minimal tentang proses penerimaan mahasiswa baru di 

Akper Pemkab Ngawi 

4) Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) adalah tim 

yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur untuk 

melaksanakan tugas penerimaan mahasiswa baru 

5) Jalur reguler adalah penerimaan mahasiswa baru melalui 

tes seleksi tertulis dengan materi seleksi yang disesuaikan 

dengan program studi yang akan dipilih 

6) Jalur PMDP adalah jenis pendaftaran diperuntukan bagi 

calon mahasiswa baru yang mempunyai kemampuan 

akademik maupun nonakademik yang bagus 
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7) Jalur transfer atau pindahan adalah penerimaan mahasiswa 

baru yang transfer dari prodi perguruan tinggi lain ke prodi 

yang ada di Akper Pemkab Ngawi 

3. Rasional standar Standar penerimaan mahasiswa baru adalah sebuah prosedur 

untuk mengatur dan membakukan penerimaan mahasiswa baru 

untuk Menjamin tata cara penerimaan mahasiswa baru 

terlaksana secara terpadu dan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Standar ini bertujuan 

sebagai pedoman utama tata kelola penerimaan mahasiswa baru 

di lingkungan Akper Pemkab Ngawi untuk mencapai visi dan 

misi, sebagai bentuk pertanggungjawaban Akper Pemkab Ngawi 

dalam menerima mahasiswa secara kredibel, transparan, 

akuntabel, bertanggungjawab dan berkeadilan. Selain itu juga 

sebagai upaya Akper Pemkab Ngawi untuk memenuhi Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan oleh 

Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

4. Pernyataan isi 

standar 

1. Direktur Akper Pemkab Ngawi melalui Pudir III (A) membuat 

kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru (B) yang 

mencakup kebijakan, kriteria, prosedur dan instrumen seleksi; 

daya tampung untuk setiap program studi (C) setiap tahun (D). 

2. Direktur Akper Pemkab Ngawi (A) menetapkan PPMB (B) 

melalui Surat Keputusan Direktur (C) paling lambat 3 bulan 

sebelum pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru (D) 

3. PPMB (A) bertugas (B) merencanakan dan 

mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan 

pmb, mengkoordinasikan pengadaan soal ujian tulis dan kunci 

jawaban, mengkoordinasikan pelaksanaan seleksi pmb, 

mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi dan pengunduran 

diri mahasiswa baru, mengevaluasi kegiatan penerimaan 

mahasiswa baru dan melaporkan secara tertulis kepada 

direktur (C) pada saat SK sudah ditetapkan (D). 

4. PPMB (A) berkoordinasi dengan Direktur (B) untuk 

menentukan syarat nilai minimum (passing grade) kelulusan 

untuk dapat diterima di Prodi serta kuota yang tersedia (C) 

pada saat SK sudah ditetapkan (D). 

5. Calon mahasiswa (A) datang ke tempat pendaftaran yang ada 

di Akper Pemkab Ngawi (B) untuk mengisi formulir dengan 

melampirkan pas foto hitam putih 3x4 sebanyak 2 lembar, 

fotocopy Ijazah dan SKHU atau Surat Keterangan Lulus yang 

dilegalisir (C) pada saat pendaftaran (D) 

6. Calon mahasiswa (A) yang dinyatakan lulus melapor (B) ke 
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petugas pendaftaran (C) yang diumumkan di website Akper 

Pemkab Ngawi (D). 

7. Petugas Registrasi Ulang (A) memberikan Nomor Induk 

Mahasiswa (NIM) (B) bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus 

(C) yang diumumkan di website Akper Pemkab Ngawi (D) 

8. Petugas registrasi ulang (A) menerbitkan Kartu Tanda 

Mahasiswa (KTM) (B) pada saat administrasi sudah selesai 

(C) yang dinyatakan pengumuman di website 

Akper Pemkab Ngawi (D) 

5. Strategi pencapaian 

isi standar 

1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung 

jawab untuk memenuhi standar penerimaan mahasiswa baru 

2. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan standar 

penerimaan mahasiswa baru 

3. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama 

dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk 

memenuhi isi standar 

4. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan 

standar berdasarkan hasil evaluasi 

6. Indikator 

pencapaian standar 

1) Tersedianya pedoman penerimaan mahasiswa baru 

2) Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus 

seleksi 

3) Presentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang 

terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program 

utama ≥ 95% 

4) Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya 

tampung 

5) Presentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh 

mahasiswa 

6) Persentase pendaftar mahasiswa baru dari jalur PMDP 

berprestasi terhadap jumlah keseluruhan pendaftar  

7. Pihak yang terlibat 

dalam pemenuhan 

standar 

1) Direktur Akper Pemkab Ngawi  

2) Pembantu Direktur III 

3) Sub bidang Kemahasiswaan  

4) Dosen dan tenaga kependidikan 

5) Kepala Program studi 

6) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 

(BAAK) 

7) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) 

8. Referensi 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 

tentang pendidikan tinggi. 
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3) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Perguruan Tinggi 

4) Statuta Akper Pemkab Ngawi tahun 2021 

5) RIP Akper Pemkab Ngawi tahun 2017-2021 
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4. Penetapan Siti Maimunah, 

S.Kep., Ns., M.Kes 

Direktur Akper  
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1. Visi dan Misi 

Akper Pemkab 

Ngawi 

Visi Akper Pemkab Ngawi adalah Menjadi lembaga 

pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dalam menghasilkan 

sumber daya manusia yang kompeten, berjiwa pancasila dan 

berwawasan global pada bidang kesehatan sesuai kebutuhan 

lulusan pada tahun 2031 

 

Misi Akper Pemkab Ngawi adalah 

Misi Akper Pemkab Ngawi yang dicapai pada tahun 2031 adalah 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang 

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang 

kesehatan yang berorientasi pada Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK) kesehatan yang berakhlak mulia. 

2) Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) kesehatan. 

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang 

kesehatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) kesehatan dalam rangka 

menyejahterakan masyarakat. 

4) Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sehat 

dengan memperhatikan pengembangan SDM dan sarana 

prasarana untuk menunjang keunggulan institusi 

5) Menyelenggarakan kerja sama dengan stakeholders dan 

institusi di tingkat nasional dan internasional dalam rangka 

mendukung kegiatan akademik dan non akademik. 

2. Definisi istilah  1) Layanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang 

terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan 

orang lain atau dengan mesin sacara fisik dan menyediakan 

kepuasan pelanggan. 

2) Mahasiswa adalah orang yang menuntut ilmu atau belajar 

di perguruan tinggi, baik itu di universitas, institut ataupun 

akademi. 

3) Layanan mahasiswa adalah suatu kegiatan atau urutan 

kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara 

pimpinan/dosen/karyawan dengan mahasiswa secara fisik 

dan menyediakan kepuasan mahasiswa 

4) Sub bidang kemahasiswaan adalah unit pelayanan 

mahasiswa yang memberikan pelayanan dalam bidang non 

akademik  

5) Dosen Pembimbing Akdemik adalah dosen tetap Akper 

Pemkab Ngawi yang diberikan tugas untuk membimbing 

mahasiswa dengan tujuan untuk membantu mahasiswa 
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menyelesaikan studinya tepat waktu. 

6) Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan adalah 

unit pelayanan mahasiswa yang memberikan layanan 

administrasi dan akademik mahasiswa.  

7) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan adalah  unit 

pelayanan mahasiswa di bidang administrasi umum dan 

keuangan 

3. Rasional standar Standar layanan mahasiswa dibuat sebagai acuan atau 

pedoman dalam pemberian pelayanan mahasiswa sesuai dengan 

prosedur dan harapan institusi sehingga proses kegiatan dapat 

dipertanggungjawabkan. Penetapan standar layanan mahasiswa 

ini merupakan upaya perguruan tinggi untuk memberikan 

batasan atau rambu-rambu kepada pimpinan, kaprodi, dan dosen 

selaku pemberi pelayanan mahasiswa sebagai pemenuhan 

capaian perguruan tinggi.  

Pudir III memiliki tugas dan wewenang untuk 

memberikan dan memastikan layanan kemahasiswaan dapat 

berjalan dengan baik, melakukan fungsinya dalam pembinaan 

dan pengembangan soft skill, pembinaan minat dan bakat, 

pembimbingan serta konsultasi karir dan kegiatan 

kewirausahaan, serta pemberian/pengaturan kesejahteraan 

mahasiswa (beasiswa dan layanan kesehatan)  

 

4. Pernyataan isi 

standar 

1. Direktur Akper Pemkab Ngawi melalui Pudir III (A) membuat 

kebijakan untuk memberikan layanan kepada mahasiswa (B) 

dalam rangka meningkatkan mutu layanan bidang 

kemahasiswaan (C) yang pelaksanaannya dilakukan oleh 

masing-masing unit secara berkala (D). 

2. Pudir III melalui bidang Kemahasiswaan (A) memberikan 

layanan kemahasiswaan (B) untuk meningkatkan mutu 

layanan dalam bidang minat & bakat, kesehatan, beasiswa, 

soft skill, bimbingan konseling dan karir kewirausahaan (C) 

yang kegiatannya dilaksanakan secara berkelanjutan (D) 

3. Pudir III melalui Dosen Pembimbing Akademik (A) 

memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada 

mahasiswa (B) yang bertujuan untuk membantu mahasiswa 

dalam memprogram mata kuliahnya dan memberikan 

pengawasan secara terus menerus demi kelancaran studi 

mahasiswa sehingga lulus tepat waktu (C) yang dilakukan 

minimal 4 (empat) kali setiap semester 

4. Pudir III melalui BAAK (A) memberikan layanan administrasi 

akademik pada mahasiwa (B) yang bertujuan menunjang 
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kualitas akademik, administrasi dan perencanaan akademik 

sehingga kegiatan proses dan evaluasi belajar mengajar 

menjadi lebih tertib, lancar, terpadu dan terarah (C) yang 

pelaksanaannya terjadwal maupun tidak terjadwal (D). 

5. Pudir III melalui BAUK (A) memberikan layanan administrasi 

umum dan keuangan pada mahasiswa (B) yang bertujuan 

untuk menunjang kelancaran dalam proses administrasi dan 

keuangan sehingga kegiatan proses dan evaluasi belajar 

mengajar menjadi lebih tertib, lancar, terpadu dan terarah (C) 

yang pelaksanaannya terjadwal maupun tidak terjadwal (D). 

 

5. Strategi pencapaian 

isi standar 

1. Menyusun pedoman kemahasiswaan  

2. Sosialisasi program layanan mahasiswa saat kegiatan 

Pengenalan Program Studi (PPS) 

3. Mengadakan seminar, kuliah umum, workshop/jobfair, 

pembinaan soft skill 

4. Menyelenggarakan lomba/kompetisi internal dan 

mengikuti/berpartisipasi dalam kegiatan lomba/kompetisi 

eksternal 

5. Penyediaan layanan pengembangan minat dan bakat, layanan 

karir dan kewirausahaan, layanan bimbingan/konseling, 

layanan beasiswa, layanan kesehatan, dan layanan 

pengembangan soft skill mahasiswa  

6. Membentuk organisasi dan unit kegiatan mahasiswa 

7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap layanan 

yang diberikan 

8. Memenuhi standar pelayanan mahasiswa Akper Pemkab 

Ngawi. 

6. Indikator 

pencapaian standar 

1) Tersedianya pedoman kemahasiswaan 

2) Terlaksananya sosialisasi program layanan mahasiswa saat 

kegiatan PPS 

3) Mahasiswa melakukan bimbingan dan konseling kepada 

dosen PA yang ditetapkan minimal 4x/semester 

4) Ketersediaan layanan kemahasiswaan mahasiswa:  

a. Layanan pengembangan minat dan bakat mahasiswa  

b. Layanan bimbingan karir dan kewirausahaan 

c. Layanan bimbingan dan konseling 

d. Layanan beasiswa bagi mahasiswa 

e. Layanan kesehatan bagi mahasiswa 

f. Layanan pengembangan soft skill mahasiswa  

5) Adanya survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

kemahasiswaan 
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6) Adanya tindak lanjut hasil survei kepuasan mahasiswa 

terhadap layanan kemahasiswaan 

7) Tersedia jadwal kegiatan kemahasiswaan 

8) Tersedianya laporan kegiatan kemahasiswaan  

9) Perolehan prestasi akademik tingkat provinsi/wilayah 

10) Perolehan prestasi akademik tingkat Nasional 

11) Perolehan prestasi nonakademik tingkat 

provinsi/wilayah  

12) Perolehan prestasi nonakademik tingkat Nasional 

13) Adanya monitoring dan evaluasi kegiatan bidang 

kemahasiswaan  

14) Adanya tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi   

7. Pihak yang terlibat 

dalam pemenuhan 

standar 

1) Direktur Akper Pemkab Ngawi  

2) Pembantu Direktur III 

3) Sub bidang Kemahasiswaan  

4) Dosen  

5) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 

(BAAK) 

6) Bagian Adfministrasi Umum dan Keuangan (BAUK) 

8. Referensi 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, 

tentang Guru dan Dosen 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, 

tentang pendidikan tinggi. 

3) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Perguruan Tinggi 

4) Statuta Akper Pemkab Ngawi tahun 2021 

5) RIP Akper Pemkab Ngawi tahun 2017-2021 
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1. Visi dan Misi 

Akper Pemkab 

Ngawi 

Visi Akper Pemkab Ngawi adalah Menjadi lembaga pendidikan 

tinggi kesehatan yang unggul dalam menghasilkan sumber daya 

manusia yang kompeten, berjiwa pancasila dan berwawasan global 

pada bidang kesehatan sesuai kebutuhan lulusan pada tahun 2031 

 

Misi Akper Pemkab Ngawi adalah 

Misi Akper Pemkab Ngawi yang dicapai pada tahun 2031 adalah 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang 

kesehatan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi 

(iptek) kesehatan yang berakhlak mulia.  

2) Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 

kesehatan. 

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang 

kesehatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi (iptek) kesehatan dalam rangka menyejahterakan 

masyarakat. 

4) Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sehat dengan 

memperhatikan pengembangan SDM dan sarana prasarana untuk 

menunjang keunggulan institusi. 

5) Menyelenggarakan kerjasama dengan stakeholders dan institusi di 

tingkat nasional dan internasional dalam rangka mendukung 

kegiatan akademik dan non akademik. 

2. Definisi istilah  Standar penyusunan buku ajar merupakan standar yang ditetapkan 

sebagai pedoman penyusunan buku ajar oleh dosen yang bersumber 

darai hasil peneliti dosen dan digunakan sebagai bahan rujukan pada 

mata ajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.  

 

3. Rasional standar Kegiatan Hibah Buku Ajar bertujuan memotivasi para dosen agar 

melakukan kegiatan Tridharma. Perguruan Tinggi secara terintegrasi 

dan menuangkan kaitan ketiga dharma tersebut dalam suat tulisan, 

khususnya dalam bentuk Buku Ajar atau Monograf. Buku Ajar merupakan 

produk karya ilmiah sebagai bentuk eksistensi dan rekam jejak dosen yang 

secara langsung berkontribusi tidak hanya untuk meningkatkan eksistensi atau 

kinerja dosen itu sendiri tetapi juga dapat meningkatkan eksistensi prodi, dan 

institusi  AKPER PemKab Ngawi 

 

4. Pernyataan Isi 

Standar 

1) Buku Ajar (A) Harus dipakai sebagai pedoman dosen(B)  dalam 

pemberian materi pembelajaran (C)  sesuai dengan kurikulum 

prodi(D) 

2) Penyusunan Buku Ajar (A) harus dilakukan secara sistematis 

(B) sesuai dengan kaidah penulisan Buku ajar (C) yang 
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ditetapkan institusi (D). 

3) Isi atau materi buku ajar (A) harus merujuk (B) dari hasil-hasil 

penelitian dan pengabdian masyarakat dosen (C) dilingkungan 

Akper Pemkab Ngawi (D) 

4) Buku ajar(A) dapat berupa bentuk buku tertulis maupun dalam 

bentuk elearning (e-book) (B) yang difungsikan sebagai 

referensi mata ajar (C) selama periode tertentu 

5) Buku Ajar (A) merupakan media untuk menyajikan suatu subyek 

secara sistematis berisi kumpulan materi pembelajaran dalam 

suatu mata kuliah (B) yang disusun oleh dosen pengampu mata 

kuliah (C) dan diproduksi untuk keperluan proses belajar 

mengajar (D) 

6) Hibah Buku Ajar (A)  adalah Program pemberian sejumlah dana 

dari AKPER pemkab Ngawi yang dikelola oleh Lembaga 

Penelitian (B) untuk memfasilitasi kebutuhan bagi para dosen 

pengampu mata kuliah (C) untuk menyusun dan menerbitkan 

bahan ajar menjadi sebuah Buku Ajar (D) 

7) Tim Penulis (A) adalah dosen tetap AKPER pemkab Ngawi (B) 

yang memiliki NIDN (C) dan menjadi pengampu mata kuliah 

tertentu (D) 

8) Peninjau (reviewer) (A) adalah dosen biasa berpendidikan S2, 

dengan jabatan akademik Minimal Asisten Ahli, (B) diutamakan 

yang telah memiliki pengalaman menyusun Buku Teks atau 

Buku Ajar(C) yang ditugaskan untuk memeriksa kelengkapan 

dan kecukupan konten pada tahap seleksi maupun tahap 

monitoring dan evaluasi (D) 

 

5. Strategi 

pencapaian isi 

standar 

6) LPPM membekali pengetahuan dosen dalam penyusunan buku 

ajar dari hasil-hasil penelitian melalui kegiatan seminar/workshop 

7) LPPM menyusun buku pedoman penulisan buku ajar dari hasil 

kegiatan penelitian 

 

6. Indikator 

pencapaian standar 

8) Terdapatnya bahan ajar dari hasil-hasil  penelitian 

9) Bahan ajar  diintegrasian pada mata kuliah 

7. Pihak yang terlibat 

dalam pemenuhan 

standar 

4) Direktur 

5) Ketua prodi 

6) LPPM 

7) Dosen  

8. Referensi 6) Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan  

7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 

2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  



47 

 

 

8) Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

9) Statuta Akper Pemkab Ngawi tahun 2017 

10) RIP Akper Pemkab Ngawi tahun 2017-2031 
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STANDAR  
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1. Visi dan Misi 

Akper Pemkab 

Ngawi 

Visi Akper Pemkab Ngawi adalah Menjadi lembaga pendidikan 

tinggi kesehatan yang unggul dalam menghasilkan sumber daya 

manusia yang kompeten, berjiwa pancasila dan berwawasan global 

pada bidang kesehatan sesuai kebutuhan lulusan pada tahun 2031 

 

Misi Akper Pemkab Ngawi adalah 

Misi Akper Pemkab Ngawi yang dicapai pada tahun 2031 adalah 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang 

kesehatan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi 

(iptek) kesehatan yang berakhlak mulia.  

2) Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 

kesehatan. 

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang 

kesehatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi (iptek) kesehatan dalam rangka menyejahterakan 

masyarakat. 

4) Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sehat dengan 

memperhatikan pengembangan SDM dan sarana prasarana untuk 

menunjang keunggulan institusi. 

5) Menyelenggarakan kerjasama dengan stakeholders dan institusi di 

tingkat nasional dan internasional dalam rangka mendukung 

kegiatan akademik dan non akademik. 

2. Definisi istilah  Standar ini memberikan penjelasan dan pemahaman tentang tata 

aliran kerja pengajuan usul, pelaksanaan jurnal dan pendistribusian 

Jurnal cakra medika di institusi Akper Pemkab Ngawi  

 

3. Rasional standar Kegiatan Hibah Buku Ajar bertujuan memotivasi para dosen agar 

melakukan kegiatan Tridharma. Perguruan Tinggi secara terintegrasi 

dan menuangkan kaitan ketiga dharma tersebut dalam suat tulisan, 

khususnya dalam bentuk Buku Ajar atau Monograf.  

Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa dan akademisi yang terkait 

dalam bidang kesehatan dalam melaksanakan administrasi pengusulan 

dan penyusunan artikel ilmiah yang dimuat dalam Jurnal cakra 

medika di institusi Akper Pemkab Ngawi 

4. Pernyataan Isi 

Standar 

Tata kelola Jurnal PkM (A) sebagai kegiatan penyelenggaraan 

program dan administrasi Pengelolaan Jurnal jurnal cakra medika (B) 

yang biayanya bersumber dari dana Akper Pemkab Ngawi (C) yang 

dianggarkan setiap tahun (D)  

5. Strategi 

pencapaian isi 

standar 

1) LPPM membentuk reviewer jurnal cakra medika 

2) Lppm mensosialisasikan penerimaan artikel publikasi pada jurnal 

cakra medika 
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6. Indikator 

pencapaian standar 

Terdapat jurnal PkM internal berskala nasional dan berISSN 

 

7. Pihak yang terlibat 

dalam pemenuhan 

standar 

1. Direktur 

2. Ketua prodi 

3. LPPM 

4. Dosen  

8. Referensi 1. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan  

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 

2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

4. Statuta Akper Pemkab Ngawi tahun 2017 

5. RIP Akper Pemkab Ngawi tahun 2017-2031 
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STANDAR  

PENYUSUNAN BUKU AJAR HASIL PkM 
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1. Visi dan Misi 

Akper Pemkab 

Ngawi 

Visi Akper Pemkab Ngawi adalah Menjadi lembaga pendidikan 

tinggi kesehatan yang unggul dalam menghasilkan sumber daya 

manusia yang kompeten, berjiwa pancasila dan berwawasan global 

pada bidang kesehatan sesuai kebutuhan lulusan pada tahun 2031 

 

Misi Akper Pemkab Ngawi adalah 

Misi Akper Pemkab Ngawi yang dicapai pada tahun 2031 adalah 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang 

kesehatan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi 

(iptek) kesehatan yang berakhlak mulia.  

2) Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 

kesehatan. 

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang 

kesehatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi (iptek) kesehatan dalam rangka menyejahterakan 

masyarakat. 

4) Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sehat dengan 

memperhatikan pengembangan SDM dan sarana prasarana untuk 

menunjang keunggulan institusi. 

5) Menyelenggarakan kerjasama dengan stakeholders dan institusi di 

tingkat nasional dan internasional dalam rangka mendukung 

kegiatan akademik dan non akademik. 

2. Definisi istilah  Standar penyusunan buku ajar merupakan standar yang ditetapkan 

sebagai pedoman penyusunan buku ajar oleh dosen yang bersumber 

darai hasil peneliti dosen dan digunakan sebagai bahan rujukan pada 

mata ajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.  

 

3. Rasional standar Kegiatan Hibah Buku Ajar bertujuan memotivasi para dosen agar 

melakukan kegiatan Tridharma. Perguruan Tinggi secara terintegrasi 

dan menuangkan kaitan ketiga dharma tersebut dalam suat tulisan, 

khususnya dalam bentuk Buku Ajar atau Monograf. Buku Ajar merupakan 

produk karya ilmiah sebagai bentuk eksistensi dan rekam jejak dosen yang 

secara langsung berkontribusi tidak hanya untuk meningkatkan eksistensi atau 

kinerja dosen itu sendiri tetapi juga dapat meningkatkan eksistensi prodi, dan 

institusi  AKPER PemKab Ngawi 

 

4. Pernyataan Isi 

Standar 

1) Buku Ajar hasil PkM (A) Harus dipakai sebagai pedoman dosen 

(B) dalam pemberian materi pembelajaran (C)  sesuai dengan 

kurikulum prodi(D) 

2) Penyusunan Buku Ajar hasil PkM (A) harus dilakukan secara 

sistematis (B) sesuai dengan kaidah penulisan Buku ajar (C) 
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yang ditetapkan institusi (D). 

3) Isi atau materi buku ajar hasil PkM (A) harus merujuk (B) dari 

hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dosen (C) 

dilingkungan Akper Pemkab Ngawi (D) 

4) Buku ajar hasil PkM (A) dapat berupa bentuk buku tertulis 

maupun dalam bentuk elearning (e-book) (B) yang difungsikan 

sebagai referensi mata ajar (C) selama periode tertentu 

5) Buku Ajar hasil PkM (A) merupakan media untuk menyajikan suatu 

subyek secara sistematis berisi kumpulan materi pembelajaran 

dalam suatu mata kuliah (B) yang disusun oleh dosen pengampu 

mata kuliah (C) dan diproduksi untuk keperluan proses belajar 

mengajar (D) 

6) Hibah Buku Ajar hasil PkM (A)  adalah Program pemberian 

sejumlah dana dari AKPER pemkab Ngawi yang dikelola oleh 

Lembaga Penelitian (B) untuk memfasilitasi kebutuhan bagi para 

dosen pengampu mata kuliah (C) untuk menyusun dan 

menerbitkan bahan ajar menjadi sebuah Buku Ajar (D) 

7) Tim Penulis (A) adalah dosen tetap AKPER pemkab Ngawi (B) 

yang memiliki NIDN (C) dan menjadi pengampu mata kuliah 

tertentu (D) 

8) Peninjau (reviewer) (A) adalah dosen biasa berpendidikan S2, 

dengan jabatan akademik Minimal Asisten Ahli, (B) diutamakan 

yang telah memiliki pengalaman menyusun Buku Teks atau 

Buku Ajar (C) yang ditugaskan untuk memeriksa kelengkapan 

dan kecukupan konten pada tahap seleksi maupun tahap 

monitoring dan evaluasi (D) 

 

5. Strategi 

pencapaian isi 

standar 

1) LPPM membekali pengetahuan dosen dalam penyusunan buku 

ajar dari hasil-hasil penelitian melalui kegiatan seminar/workshop 

2) LPPM menyusun buku pedoman penulisan buku ajar dari hasil 

kegiatan penelitian 

 

6. Indikator 

pencapaian standar 

10) Terdapatnya bahan ajar dari hasil-hasil PkM 

11) Bahan ajar hasil PkM diintegrasian pada mata kuliah 

7. Pihak yang terlibat 

dalam pemenuhan 

standar 

1) Direktur 

2) Ketua Prodi 

3) LPPM 

4) Dosen  

8. Referensi 1) Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan  

2) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 
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3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 

2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

4) Statuta Akper Pemkab Ngawi tahun 2017 

5) RIP Akper Pemkab Ngawi tahun 2017-2031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


